BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengangguran adalah masalah utama yang melandas Indonesia setiap
tahunnya. Badon Pusat Statstik (BPS) memproveksikan jumlah penduduk
Indonesia mencapai 275,77 jutn jiwa pada fabun 2022, menjadikan Indonesia
sebogai salah satu mmngmmpmmm di dunia. Sementara
iy, secara g,h;hl, Ilﬂummnmﬁﬁﬁ]mpnhm lnrh:whumpnl di dunia. Setelah
Amerika Serikat. India, dan Tiongkok. Pada tahun 2022, terdapat 133.61 juta orang

yang aktif bekerja di Indonesia, meningkat 128 juta orang dari tahun sebelumnya.

m membutufkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dengan jumlah individu yang begitu banyak, maka ﬂhﬂﬂmﬂ:ﬁmpﬂk kesempatan
kerfa, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban yang signifikan untuk memastikan
bahwa semua penduduknyva memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan yang
Tayak. Memiliki pekerjaan akan memudahkan untuk mengembangkan Bj;giﬂngﬂn
m hwd' mana orang dapal memenuhi semua kebutuhan dmmcreka
Pemerintah  memiliki pandungan  bahwa mereka W‘Lg mh atas
kuﬂ‘h]m:mnn seluruh warga negara.

‘Untuk saat ini setiap daerah-di Indonesia sangatmﬂm chqnn berbagai
permusalahan sosial seperti kemiskinun, pengangguran dan kesefahteraan sosial
yang rendsh. Selain itu, wilayah pedesan memyumbang bagian yang tidak
pmpcrsmna] dari tingkat kemiskinan Indonesia, menurot Kepalh BPS Margo
Yuwono, yang melaporkan babwa jumiah penduduk miskin secara keseluruhan di
Endonesia telah meningkat menjadi 26,16 jutn per Maret 2672 (Data Kemiskinan
di Indonesia BPS 2022) menunjukkan bahwa 14.34 juta orang tinggal di daerah
pedesaan  sedangkan 11,82 juta orang tinggal di daerah perkotaan. Lapangan
pekerjoan dengan gaji yang tinggi sangat dibutuhkan oleh seluruh warga negara
Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, Hal im dilakukan agar
mereka dapat meningkatkan kehidupan sehari-hari mereka dengan membinga
komunitas yang berkembang. MNegara memiliki tanggung  jawab untuk



memperhatikan kepentingan terbaik bagi makvatnya. Menurut Pasal 27 ayat 2
Undang-Undang Dasar Mepara Republik Indomesia, "Tiap-tiap warpa negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupon yang layak begi kemanusizan.” semua
warga negara menuliki hak hukom untuk mendapatkan pekerjaan yang mememehi
standar dasar kesusilaan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemerintah
memiliki tanggung jawab utama untuk mengatasi masalah pengangguran.

Adapun bel:rbugm penmsa]nhmmg hu'kmlan dengan dunia pekerjaan,
seperti vang terjadi di Indonesia hingga sast ini adalsh masih munculnya
permasalahan, terutams kv Kefksesusian uara fenga krjadan pekerjan
yang tersedia.

Mnukamnmhman dan popuhﬂ ﬂ’fng}-.«.hm sendiri telah
tﬂf}diplﬁ saat kapasitas provinsi ini untuk mww leerja baru telah
menyusut secara dramatis. Menurut data yang dikimpulkan n]ah Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta, tingkat penganggursn tahunan di Provinsi
YoR PRk Ra e nya beradn di kisman 4.5 hingga 5%, dengiiiRRRRRG
sedikil menurun selama lima tahun terakhic. Jika dibandingkan dengan kendisi
tahun 2018, ketika tingkst pengangguran terbuka sebesar 5.69 persen, angka 4,06
persen pada tahun 2022 merupakan sebuah perbaikan. .ﬂhmdlm dengan
Imgl:m pengangguran terbuka nasional yang berada di kisarn 7-10%, angka ini
terliat debih rendah. B&hﬂﬂﬁ viriabel mm@engﬂubltmgkli pengangguran di
DIY, m nhuhan PDB, upah mmlﬂﬁﬂﬁ dan inflasi Agar jumlah
lapangan: pmmmdi&p: bnrh:mbngnﬂmlg dengan pertumbuhan
ekonomi Tingkat pengangguran padi akhirnya skan menurun jika hal ini terjadi.
Provinsi DIY merupakan salsh m daesah otonom yong harus berupaya
meningkatkan produk domestik reglunui hl'l.].tl:! IPDR_'EI: Perekonomian Provinsi
DIY telah tumbuh dengan stabil selama lima tahun terakhir, dan seiring dengan itu,
angkatan kerja di provinsi ini juga bertambah. Tabel usia produktif di Yogyakarta
adalah sebagai berikut:




Tabel 1.

| Tabel Usia Produktif di Yogyakarta.
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{sumber: bps Provinsi Dserah Tstimewa Yogyakarta )

Menipakan tanggung jawab Pemerintah Provinst DIY untuk menetapkan
upah mimimum provinsi dalam rangks meningkatkan kesephteraan dan mendorong
keterlibatan karyawan dalam meningkatkan prodiuktivitas kerja melalui gaji yang
sesnl. Selama lima tahun (erakhir, upah minimum di Provinst DIY. terus
meningkal, Pemingkatan: ppah  mmimum  dibarapkan  dapat  memngkatkan
produkinvitas pekerja, yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi pertumbthan
perusahann dan kesejahtersan karyavwan dan manajemen melalui lingkungan bisnis
yang |ehih kooperstif dan adil




Tabel 1. 2 Tingkat Upah Minimum Provinsi DIY Selama Lima Tahun Terakhir.

Tahun Besaran UMP
UME/UMP (Rp.)

Nama dacrah

Mo. Peraturan
Frovinsl

Nomor. 319 /KEP
UMP Tahun 2021 Rp. 1.765,0040,0 2020 T§|.3|-]1L
2020

Kenalkan (&) 3,540 %o

UMP Tahun 2020 | Rp. 1,704.608,25 _

Kenalkan { %) R.500-%

Provinsi .l

Yogyakarta MNomor. 319 /KEP

UMF Tahun 2019 | Hp. L570.923,00 2018 Tgl.31-10-
2018

Kenalkan { %) 8,030 %%

UMP shun 2018 | Rp. L4SGASAS | . |

Kenalkan | %) B.710 %%

UMP Tahun 2007 | Rp. 133764500

{sumher: databoks katoda.co id)

Masal 4 Peraturan Gubermur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun
2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas, Fungsi, dan Tats Kerja Dinas
Tenaga Kerja don Transmigrasi menvatakan bahwa Dinns mempunyal fugas
membaniu Gubermur dalom mengatasi krisis pengangoumn o Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarts. Pasal |5 ayst | Perasturan Gubernur Daerah Istimewa
Yopyvakarfa Nomor 62 Tamm 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerm Dings Tenspa Kerja dan Transmigrasi menyebutkan
bubwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrast Provinst Daerah 1stimewa Yogyakarta
memiliki Bidang yang mengatur penempatan dan perluasan kerjo.

Apa yang diantisipasi adalah pertumbuhan yang lebih terarah, oleh karena
itu pemerintah provinsi bekerja untuk menawarkan tenaga kerja yang kompeten,
disiplin, dun produktif untuk mencocokkannya. Disnakertrans bertujusn untuk
mengurangi pengangguran dengan memberi informasi kepada masyarakat tentang

lowongan pekerjaan melatui pasar kerja, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Daerah Istimewa Yogyakarta beriujuan untuk mengimplementasikan undang-
undang ketemagakerjaan untuk menyelesaikan masalsh ketenagakerjaan di
Yogyokarta. Karena jumlsh orang vang mencari pekerjsan diperkirakon askan
meningkat lebih cepat darpada jumlah lapangan kerja yang tersedia, bantuan
pemerintah sangat penting dalam bidang ini: untungnys, pemerintah juga memilik
sarana untuk melsksanakan tugas-tugas Disnakertrans secars langsung. Tujuan
utama Disnakertrans adalah untuk Wﬂ” jumlah lapangan kerja yang
tersedin sehingga iub& banvak orang dapat memperoleh upah yang layak dan
dengan demillﬂhﬁigum@ W:ﬁhﬂ ﬂﬂ,p#hnlm berussha untuk
mengembangkan mﬂ#w tenaga kerja yang sergam dan kohesif

mwmumkm n karyawan. Tnngm:b utama Dinas Tenaga
Kerja dan Trmumlmsf’ﬂmmh Istimewa Yogyakarta (DISNAKERTRANS DIY)

adalah mengirangi pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan salah
satd caranya adalah melalui penempatan. Pada Agustus 2021, Tingkal
Pengangguran Terbuka (TPT) DIY sebesar 4.56 persen, turun dari 4,57 persen pada
Agutus 2000,
Tumjmah bidang penempatan tenaga kzrjn antara lain seperti vang
wmhhm ayat | bidang penempatan tenaga kerja,
1 Penyelenggaraan dan pengkajian bahan kebijakan telnis penempatan tenaga

lenggaraan pengkajian bahan fisilitas penempatan fenaga kerja
3 PWH fusilitas penempatan tenaga kerjo.
."Ldnpun rician tugas di hld.[mg penempatan ini adalah:
l. Menyelenggarakan pengkajian program kerjs Bidang Penempatan Tenaga
o . ace ) 1= .
2. Menvyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan
supservisi penempatan tenaga kerja:
Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pengembangan pasar kerja:
Menyelengparakan pengkajian bahan fasilitasi perfuasan kesempatan kerja:
Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyaluran tenaga kerja;
1. Menvyelenggarakan fasilitasi penempatan tenaga kerja;

W L



7. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penempatan tenaga kerja;

%. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan Koordimasi Pemerintahan dan
Pembangunan Wilayah dalam pelaksanana kegistan di Kabupaten/Kota:

0. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

10. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penempatan
Tenaga Kerja;

11. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

12. Menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fingsinya.

Dialam situasi seperti inl. pemerintah diharapkan tepat sassran dan mampu
memenuhi tujuan dnﬁmmﬁnmlcan pru}fek—pmﬂ':ﬁﬁ_ﬂ.._kﬂfﬂ;kbugai bagian
dari  pengendalion manajemen program untuk mengatssi dan mengurangi
pmm Kegiatan pembangunan  dengan pnu.hhm pemberdayann

o e desa yang mengutnmakan pemanfiatan sumber daya, mm dan
lekmhg[ lokal untuk menghasilkan tembahan upah/pendapatm, mmq;htkun
daya Idi,. dan pengentasan kemiskinan disebul dengan "program pahthr)ﬂ
Mm?ﬁlqﬁ["}?emmn?enmntahl% 60 Tahun 2014 lcmnngﬂimﬂem
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan;tm&ﬁnm bahwa
Dama Desa ndalah dana vang bersumber dari -'mggmn F&Ihp.ntmdm Belanja
Negara mdapuumukmhwdﬁndnu ditransfer nnhﬁ&hggml’endupatm
dan © Eﬁlﬂﬂ!. Bﬂ!ﬂ; Ka ___I'ul.a dan ﬁmﬁkﬂt urfuk membiayai
pmvew pmh:ﬂm pelsksanoan  pembangunan,  pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masynrakat. Ketika pemerintah memberikan
dana kepada desa, pemamhmwmﬂksud apar desa itu sendiri
vang menentukan dan melaksanakan tu_]uu.u pembangunan dan pemberdayaan
masyarakatnya.  Pembangunan  berbasis  masyamkat  {commumnity-driven

development'CDD) adalah jenis pembangunan masyvarakal yang mengutamakan
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya
keuangan dan sumber daya lainnya.

Salah satu contoh implementasi program padat karva dalam bentuk
pembangunan berada di Kalirahan Sendangsari, Program Padal Karya melalui



Dana Keistimewaan DIY Tahun 2021 di Kalurahan Sendangsari. Hal itu ditandai
dengan diadakannya sosialisasi bagi pekerjs padat karva pengembangan potensi
desn melalul Dana Keistimewaan DIY di Padukuhan Girinyono pada Selasa 08 Juni
2021, Sosmlisasi berlangsung di Pendopo Padukuhan Girmyono yang dihadiri oleh
60 peserta progam padat karva melalui dana keistimewsan DIY  meliputi
pembangunan  gapura dan tempat wudhu di Makam "Sunan Geseng" seria
pembangunan Garebo di sekitar. nghm pﬂm karyn pada unmumnya berhasil
meningkatkan akses tedmcﬁnp mﬁuﬁnﬂw Izhmn—. ekonomi dan penduduk
setempat belum tentu m-:uh_[lﬁ:n manfaat dari aksesibilitas yang tinggi ini.
Kesalahan dalam mmq&hlﬂmﬂlh}ak yang ditujir dan lnasnya program
scring kali menjadi penyebabaya. -

Tanggul di' dusun Bandaran dan Klegung di Donokerto, Turi. jalan rabat
beton dan sunmir resapan di Sidomulyo, Trimulyo, Sleman, tanggul di dusun
Gwﬂh Jurugan di Bangunkerto, Turi, tanggul, corblak, dan jalan mbat
beton di Ngumbu!, Bangunkerto, Turi. tanggul di Binangun, Merdikore,

‘Swakelol, menggunakan tenaga kerjp dan bahan baku lokal, serta upah
harian tﬂnﬂﬁnmmpaknn kunci dari prinsip-prinsip utama program padat karya.
Meskipun tingkat pengangguran di daerah pedessan saat ini Jebih rendah
dibandingkan dengan daerah metropolitan. ramun angka pengangguran di daerah
pedmnm.lhl:ﬂi;up tinggt, yaiu 401 persen. Ghﬁ_hm.i!u. pmﬁ'ﬂ-pmpam
yang membutubkan banyak tenaga kerja namun menarik Enwakpnka]a dengan
cepal mgwuh Sﬂﬁgm hasilnya, penduduk setempat diharapkan
dapat berperan aktif dalam pﬂ'nbmgunan dengan memanfaatkan pengetahuan dan
keternmpilan yang merckd mﬁ, Drinas Tmm w dan Transmigrasi Kota
Yogyakarta memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk hibah dengan nominal
hingga dua pulub juta repiah untuk satu kelompok di masyarakat kampung dalam
wpaya menurunkan ongka pengangguran. Dana tersebut digunakan untuk
mendukung pertumbuhan usuha mikro, kecil, dan menengah (UMEM) di desa. Hal
ini dimaksudkan agar dengan terlibat dalam kegiatan ini, organisasi yang terlibat
dalam kegiatan padat karya dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat
dieksploitasi dengan lebith baik untuk mendapatkan keontungan ekonomi. Untuk



mengurangi prevalensi pengangguran di suatu daerah, kegiatan padat karya
bertujuan untuk meningkatkan jumlah fapangan kerjn yang tersedin dan
mempekerjakan orang secara produktif dengan memanfaatkan sumber dayn lokal
dan mendorong pertumbuhan usaha baru.

Berdesarkan uratan latar belakang masalah diatas menunjukan bahwa peran
Disnakertrans didalam menekan angka pengangguran di Yogyakarta sangat penting
dan banyak faktor yang n'ﬂgﬂli hnd.ulu dalam menekan angka
pengangguran,contohnya :dﬂlnl; banyak hhm tetapi lapangan pekerjaan masih
kurang dan juga tingginya penawaran pekerjadn numun p#mmta.nn pekerjaan ttu
sendiri rendah. Melibat dari mm\?nmgkumyn pengangeuran di Indonesia,
peneliti fertarik meneliti tentang “Efektivitas Program Padat Karya DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) Di Dacrah
Istimewn Yegvakarta. Mengingat tanggung jawab pumﬂntﬂh. sanigat penting
imgi‘_puru pekerja untuk memiliki kualitas yang lebih tinggt. Dan kewajiban yang
signifikan untuk membanty semua rakvatnyn menemukan pekerjian yang
miemusskan. Pekerjoan dikatakan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat
dan memungkinkan mereks untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pemerintah
berpandangan bahwa mereka bertangung jawab atas keselsmatin rakyat.

1.2 RKumussan masalah penelitian:

Berdasarkan lntar belokang distas maka untuk mumusan masalah pada
1. Untuk memgetahui dompak pelaksanaan progrmm padot karya tunai dalam
mengatas| petmasulnhﬁ'pmm
Untuk mengetahui apa saja yang menjadikan hambatan dalam melaksanakan
progam padat karya
3. Untuk mengetahui sejouh mana efektivitas program padat karva dalam

B8]

miengatas] permasalahan pengangguran di Daerah Istimewah Yogyakarta.



1.3 Tujuan dari penelitian inl:
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai
berikut:
I. Untuk memgetahui dampak pelaksansan program padat karya tunai dan non
tunai dalam mengatasi permasalahan pengangguran
2. Untuk mengetahui apa saja ynng my n hambatan dalam melaksanakan
progam padat karya L

ut dari penelitian ini adalah:
ektif teoretis, penelitian mi akan memban|

mengatasi penglnggmnn melalui pelaksanaan program padal karya,
dengan tujuan akhir untuk menurankan tingkat pengangguran tahunan,

c¢.  Penelitian ini juga dapat membantu para akademisi untuk mempelajari
Iebih lanjut mengenai dampak dari program padat karya dalam upaya
menurunkan tingkat pengangguran di Yogyakarta,



1.5 Sistematika Bab

|. Bab pertama adalah prolog. Motivasi teoritis dan praktis untuk penelitian ini,
serta tujuan dan hasil yang ingin dicapai, diuraikan dalam bagian in.

2. Luteratur ditinjzu dalam Bab I1. Bagian bab ini memberikan gambaran umum
mengenai teori vang mendasari, studi yang relevan, dan kerangka konseptual
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